BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 107
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

bahwa mendasari Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 huruf A angka 4 Teknis
Penyusunan APBD pada angka 4.7.1 huruf j menyebutkan
bahwa pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah
perubahan APBD, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Tahun 2024
Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor
16).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 107). Sebagaimana
telah diubah sebagai berikut:

1.

Jumlah anggaran yang dilakukan perubahan anggaran adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran
pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD diubah sebagai berikut:

a. Dinas Koperasi;

o

. Dinas Ketenagakerjaan,;

c. Dinas Perikanan;

d. Bagian Prorokol,

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
g. Kecamatan Gondangwetan.

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 20


























































































SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 )

Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan

6.1.01.05.01.0001 Tunjangan ASN 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan

6.1.01.05.01.0002 Penghasilan ASN 6.464.728.975,00 6.464,728.975,00 0,00

6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00

6.1.01.05.01.0008 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00
Penghematan Belanja Barang dan

6.1.01.05.01.0009 Jasa-Pemeliharaan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
Penghematan Belanja Barang dan

6.1.01.05.01.0010 Jasa-Pefjalanan Dinas 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang

6.1.01.05.01.0011 dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan

6.1.01.05.02.0002 Mesin-Alat Besar 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan

6.1.01.05.02.0006 Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan

6.1.01.05.02.0011 Mesin-Alat Komputer 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 10.387.775.905,00 10.387.775.905,00 0,00

6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 10.387.775.905,00 10.387.775.905,00 0,00

6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 52.593.259.640,00 52.593.259.640,00 0,00

6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 52.593.259.640,00 52.593.259.640,00 0,00

6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 52.593.259.640,00 52.593.259.640,00 0,00
Jumiah Penerimaan Pemblayaan 370.772.040.286,00 370.772.040.286,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha

6.2.02.02 Milik Daerah (BUMD) 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 369.072.040.286,00 369.072.040.286,00 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun

6.3 Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,08

Kab. Pasuruan, 2 Mei 2025
Bupati
ttd.
MOCHAMAD RUSDI SUTEJO
SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-02 12:41:17 Halaman 30






